
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2OT1

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVIN$I SUMATERA UTAR^A

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah rnengajukan

Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2Q12 yang dijabarkan ke

dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26

Oktober 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu memberttuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1 103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang'

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3851);

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4?86);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Nomor 4421)'
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L Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

z+438);

Undang-Undang Nomor 27 fahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penrakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50a3);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang'

undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 452348);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Propinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

442e);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomot 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintrah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4593);
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25. Peraturan Pemerirrtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ?006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737):
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51M);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2Afi tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor
8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain ProvinsiSumatera Utara (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Utara
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Baerah Provfnsi Sumatera Utara Nomor
17):

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEIIVAil PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH PROVIilSI
SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SI'MATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 201 2
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Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :

Surplusl(Defisit) setelah Perubahan

Rp. 7.495.537.006.953,00
Rp. 7.990.721.778.191,00
Rp. {495.184.771.238,00}

Rp. 800.027.786.491,00
Rp. 394.843.015.2?3,00
Rp. 495.184.771.238,00
Rp.

1. Pendapatan
2. Belanja

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Dana HasilPajak/BagiHasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Hibah
c. Belanja Bantuan Sosial

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdid dari :

e. Penerimaan
b. Pengeluaran

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Rp'

(3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pernerintah Daerah
b. Pembayaran Pokok Utang

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

Rp. 4.A89.427.214.194,00
Rp. 1.786i44.432.759,00
Rp. 1.619.965.360.000,00

Rp. 3-656.583.914.677,00
Rp. 30.660.584.268,00
Rp. 301.290.524.903,00
Rp. 100.892.190.346,00

Rp. 641.126.805.759,00
Rp. 1.103.389.237.000,00
Rp. 41.628.390.000,00

Rp. 27.755.746.000,00
Rp. 1.592.209.614.000,00

Rp. 4.803.148.666.993,00
Rp. 3.187.573.111.198,00

Rp. 813.773.818.955,00
Rp. 2.A51.157.580.000,00
Rp. 47.115.000.000,00

Rp.
Rp. 10.000.000.000,00

Rp. 8AO.027.786.491,00
Rp. 304.843.015.253,00

800.027.786.491,00

295.000.000.000,00
9.843.015.253,00

a" Pajak Daerah
b. RetribusiDaerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Pendapatan Hibah
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdirf dari :

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 712'2A9.949'277,04

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan 1.168.892.318.761

Pemerintah Desa
f. Belanja Tidak Terduga

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Betanl'a Pegawai Rp. 223.874.A58.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.365.414.945.728,00

c. Betanja Modal Rp. 1.598.284.107.470,00

Rp.
Rp.
Rp.



Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1, lercanturn dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiridari :

1. Lampiran I Ringkasan RPBD;

2, Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan OrganisasiSKPD;

Rineian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
3. Lampiran lll Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
4. Lampiran !V Progrcm dan Kegiqtan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Daerah,

6. Lampiran Vl Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran Vll Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran Vlll Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

L Lampiran lX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah

13. Lampiran Xlll Dafiar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti antara lain :

- Bencana Alam
- Bencana Sosial
Pemerirrtah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pengeluarannya melalui Dana Tidak Terduga.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.'

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan diMedan
pada tanggal 30 Oa53n:bsr 2otl

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal ?o Oesernber 2oll
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/
/llK.',/1"

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 201{ NOMOR 5


